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Abstrack

E-KTP-making procedures in the District of Pontianak city is done by the applicant with a
letter of introduction from the RT and subsequently in the village and in the District through
the Head of Government. For applicants already have a National Identity Card SIAK,
Petitioner SIAK just bring valid ID to be processed into E-KTP in the district to do the
recording identity with the recording procedure facial photos, signature recording, recording
fingerprints and iris recording. Factors causing the length of the process of making
Electronic Identity Card (e-ID) in the district of Pontianak are internal factors that caused
Limitations of Human Resources at District of Pontianak City Employees who understand I T
problems because of the recording process using a specially designed computer that contains
the specific application and its new are less understood by the employee in carrying out the
recording process, and the external factors that pertain to the tool E-KTP and its application,
network and place the E-ID card issuance. Performance Services E-KTP in Sub Pontianak
city aready meet the standards of efficiency, effectiveness, fairness, and responsiveness
desired in accordance with existing procedures, in performing the service has a maximum on
the pattern of performance of employeesin providing servicesto the public

K eywords. Performance measurement of e-ID card, the applicant registration, recording,

publishing e-ID card

PENDAHULUAN

Salah satu tugas pokok pegawal
kecamatan dari 8 adalah melaksanakan
kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh kepala dinas diantaranya adalah
admiministrasi kependudukan yaitu pelayanan
pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Ketentuan administrasi kependudukan adalah
amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2006
Tentang Administrasi  kependudukan dan
Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 yang
harus dijalankan oleh pemerintah daerah baik
itu dinas kependudukan dan catatan sipil, dan
juga pemerintahan kecamatan.

Jika dicermati secara umum pelayanan
kinerja pegawai pemerintahan dikecamatan
Pontianak Kota mash sangat kurang
dibandingkan dengan kinerja pada badan
swasta, hal ini ditunjukan dari banyaknya
keluhan dari masyarakat pengguna layanan
seperti menyangkut prosedur dan mekanisme
kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak
transparan, kurang informatif, terbatasnya
fadilitas, sarana dan prasarana pelayanan,
sehingga tidak menjamin kepastian (hukum,
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waktu, dan biaya) serta masih banyak dijumpai
praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan
yang berindikasi penyimpangan dan KKN.
Kartu Tanda Penduduk adalah identitas
resmi seseorang sebagai penduduk Indonesia.
Kartu ini wajib dimiliki oleh penduduk
Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan atau
telah menikah. Untuk masyarakat Kecamatan
Pontianak Kota sendiri memiliki jumlah
pnduduk 121.076 jiwa dan wajib KTP sebesar
+ 86.218 jiwa yang tersebar di lima kelurahan
yang ada di Kecamatan Pontianak Kota.
Buruknya kinerja pelayanan publik ini
antara lain dikarenakan belum
dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas
(prinsip good governance) dalam
penyelenggaraan pelayanan publik seperti
pelayanan administras  kependudukan. Oleh
karena itu, pelayanan publik seperti proses
pembuatan E-KTP harus dilaksanakan
sesuai prosedur menurut ketentuan perundang-
undangan yang berlaku oleh unit pelayanan
administras  kependudukan karena kualitas
kinerja birokras pelayanan publik yang
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berhubungan langsung dengan masyarakat
memiliki implikasi yang luas dalam mencapai
kesgjahteraan masyarakat.

Mengacu pada fungs pelayanan,
Pemerintah Kecamatan Pontianak Kota
sebagai salah satu pemerintah daerah di
Indonesia wajib untuk memberikan pelayanan
yang baik kepada masyarakat wajib KTP di
Kecamatan Pontianak Kota. Pelayanan E-KTP
yang diberikan Pemerintah Kecamatan
Pontianak Kota harus memberikan pelayanan
yang maksimal, apalagi pelayanan yang
diberikan berhubungan langsung kepada
masyarakat. Dengan memberikan pelayanan
yang baik maka akan berimbas pada penilaian
terhadap kinerja Pemerintahan Kecamatan
Pontianak Kota secara keseluruhan.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian
untuk membahas kinerja pelayanan publik
pada Bagian pelayanan E-KTP dan juga
mengetahui apa saja penyebab lamanya waktu
pembuatan E-KTP serta untuk mengetahui
harapan masyarakat pengguna layanan
administras kependudukan di Kantor Camat
Kecamatan Pontianak Kota yang nantinya
mempengaruhi  kualitas pelayanan publik
secara keseluruhan yang kemudian dapat
berbenah diri untuk memberikan pelayanan
publik lebih baik lagi sesuai ketentuan yang
berlaku.

Pelayanan yang diberikan tentunya
erat kaitanya dengan kinerja pegawai. Pada
dasarnya kinerja terbentuk setelah pegawai
merasa adanya kompensasi yang cukup yang
diberikan oleh suatu instanss melaui
pemenuhan kebutuhan, dengan kata lain
apabila kebutuhan pegawai belum terpenuhi
sebagaimana mestinya, maka kepuasan kerja
tidak akan tercapai, dan pada hakikatnya
kinerja pegawai akan sulit terbentuk.

Setiap orang yang bekerja digerakan
oleh suatu motif. Motif pada dasarnya
bersumber pertama-tama berbagai kebutuhan
dasar individu atau dapat dikatakan bahwa
kekuatan yang memotivasi seorang untuk
bekerja giat dalam pekerjaanya tergantung dari
hubungan timbal balik antar apa yang
diinginkan atau dibutuhkan dari hasil
pekerjaan tersebut dan seberapa besar
keyakinan organisasi akan memberikan
kepuasan bagi keinginannya sebagai imbalan
atas usaha yang dilakukannya.

Kinerja adalah kegiatan yang paling lazim
dinilai dalam suatu organisasi, yakni
bagaimana ia melakukan segala sesuatu yang
berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan,
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atau peranan dalam organisasi. Menurut
Sulistiyani  (2003: 223), kinerja seseorang
merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha,
dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil
kerjanya. Sedangkan menurut Bernardin dan
Russel dalam Suligtiyani (2003: 223-224)
menyatakan bahwa kinerja merupakan catatan
outcome yang dihasilkan dari fungs pegawai
tertentu atau kegiatan yang dilakukan selama
periode waktu tertentu.

Menilai keberhasilan kinerja suatu
lembaga pelayanan publik seperti pelayanan
kependuduk tidak bisa hanya dilihat pada
terselesaikannya semua pekerjaan yang yang
berhubungan dengan pelayanan publik dari
pihak yang menyelengarakan pelayanan
tersebut. Mengukur keberhasilan pelayanan
sesuai tujuan dalam sebuah pelayanan yang
berkenaan dengan publik, maka harus dilihat
juga pada pandangan kepuasan publik terhadap
kinerja pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan hasil observas  awal,
peneliti menemukan indikasi bahwa pelayanan
yang diberikan oleh pegawai Kantor Camat
Kota Pontianak dalam ha ini pelayanan
pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik
belum optimal diberikan kepada masyarakat
pengguna. Indikasi tersebut diperoleh dari
beberapa temuan yang peneliti dapatkan
diantaranya: (1)Proses pembuatan Elektronik
Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) berbelit-belit
yang menimbulkan keengganan pengguna
pelayanan kependudukan untuk mengurus
sendiri  pembuatan E-KTP tersebut. (2)
Lamanya proses atau prosedur pembuatan
Elektronik Kartu Tanda Penduduk E-KTP di
kantor camat Kota Pontianak, padahal semua
persyaratan sudah terpenuhi. (3) Kurangnya
infformasi  tentang tatacara  pembuatan
Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
yang diberikan kepada masyarakat oleh pihak
kas kependudukan di Kantor Camat Pontianak
Kota.

Indikasi permasadahan  di atas,
menyatakan untuk meneliti “Kinerja Pegawai
dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan
di Kantor Camat Pontianak Kota”.

Layanan kinerja pegawai pada bagian
administras  kependudukan di Kecamatan
Pontianak Kota tentunya akan dapat dinilai
melalui keterlayanan masyarakat pengguna
layanan itu sendiri,. Seberapa baknya
pelaksanaan layanan yang diberikan oleh
pegawal tentunya berimplikasi terhadap
pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang
administrasi kependudukannya. Permasalahan
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tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk
mengetahui lebih jauh tentang bagaimana
prosedur pembuatan E-KTP dalam kinerja
layanan administrasi kependudukan di Kantor
Camat Pontianak Kota.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah metode kualitatif. Menurut Mulyana
(2004: 61) "metode kualitatif dirancang untuk
mengumpulkan informasi tentang keadaan-
keadaan nyata  sekarang (sementara
berlangsung)".  Tujuan  utama  dalam
menggunakan metode ini adalah untuk
menggambarkan sifat suatu keadaan yang
sementara berjalan saat penelitian dilakukan
dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala
tertentu.

Subyek dalam penelitian ini diambil
secara purposive, yaitu dipilih dengan
pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono,
2005 : 52), untuk mengetahui informasi sesuai
tujuan penelitian yakni informan yang dapat
memberikan informasi tentang permasalahan
yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis
menentukan informan berdasarkan
kepemilikan informasi yang dibutuhkan, yaitu
mereka yang diduga mengetahui informasi
tentang pelayanan pembuatan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik (E-KTP) vyaitu: (1)
Camat Pontianak Kota, (2) Kasi Pemerintahan
Kecamatan Pontianak Kota, (3) Masyarakat
pengguna layanan E- KTP (tokoh pengamat
pelayanan).

Alat pengumpul data dalam penelitian ini
yaitu pedoman observasi, pedoman
wawancara, dan dokumentasi. Alat atau
instrument penelitian ini dipergunakan untuk
membantu peneliti untuk mengumpulkan data
berkenaan dengan masalah penelitian. Dan
teknik yang dipergunakan adalah teknik
observasi, teknik wawancara, dan teknik
dokumentasi. Teknik ini dipergunakan untuk
mendapatkan informasi berkenaan dengan
masalah penelitian.

Pada penelitian ini data yang telah
terkumpul baik yang didapat dari responden
maupun informan, kemudian diklasifikasi
menurut jenisnya dan untuk selanjutnya diolah
dengan menggunakan metode kualitatif serta
kemudian ditarik suatu kesimpulan yang
bersifat deskriptif analisis. Sedangkan untuk
teknik keabsahan data peneliti menggunakan 2
teknik keabsahan data yaitu teknik member
check dan trianggulasi.
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MENGUKUR  KINERJA  PEGAWAI
MELALUI PROSEDUR LAYANAN E-
KTP DI KANTOR CAMAT PONTIANAK
KOTA

1. Pendaftaran pemohon

Prosedur pelayanan E-KTP secara teknis
tahap pertama yang harus di penuhi oleh
pemohon  adalah  melengkapi semua
persyaratan-persyaratan  pendaftaran  yang
ditentukan yaitu Pemohon datang ke RT/RW
untuk meminta surat pengantar yang kemudian
diteruskan  ketingkat  kelurahan, dan
selanjutnya diproses di Kecamatan.

Pada tahap pembuatan E-KTP yang sudah
memiliki Kartu Tanda Penduduk SIAK, maka
Pemohon hanya membawa KTP SIAK yang
masih berlaku untuk diproses ke E-KTP di
Kecamatan. Bagi pemegang KTP Siak yang
sudah terdaftar di dinas kependudukan Kota
Pontianak  akan  diberikan  undangan
perekaman dan proses pendaftarannya
perekaman massal proses pendaftaran hanya
dengan  menunjukkan  surat  undangan
perekaman yang diterbitkan oleh kecamatan.

Untuk lebih jelasnya dapat pahami melalui
hasil Wawancara dengan Kasi Pemerintahan
Kecamatan Pontianak Kota berikut ini:
“Program E-KTP sebenar adalah Program
untuk mengganti Kartu Penduduk yang sudah
ada yaitu KTP SIAK yang dilakukan secara
massal dan waktunya sudah ditetapkan dan
tidak dipungut biaya aias gratis. Kemudian
bagi pemohon yang melakukan perekaman
sekarang alias bukan masaal akan dikenakan
ketentuan berbeda dengan sebelumnya
Namun bagi warga yang belum mempunyai
KTP SIAK terlebih dahulu harus mengurus
KTP SIAKnya terlebih dahulu dengan
melengkapi persyaratan pendaftaran
diantaranya surat keterangan dari RT yang
dilanjutkan ke Kelurahan disertai dengan
Kartu Keluarga untuk diproses penerbitan
KTP SIAKnya. Sedangkan bagi yang sudah
memiliki KTP SIAK, maka langsung mengaju
pemohonan dengan membawa surat undangan
yang diberikan pihak kecamatan untuk
melakukan  perekaman  E-KTP  yang
dilengakapi dengan KTP Siak.

2. Perekaman

Tahap Kedua secara teknis Prosedur
pembuatan E-KTP di Kecamatan Pontianak
Kota yaitu: (1)Penduduk Sudah terdaftar pada
Database Kependudukan Kota Pontianak pada
Server Enrollment yang dibuktikan dengan no
Induk Kependudukan pada Kartu Tanda
Penduduk (KTP SIAK) vyang kemudian
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dikonfirmasi melalui pencarian berdasarkan no
induk kependudukan atau melalui perncarian
berdasarkan nama ke data yang tersedia di
aplikasi claint. Apabila data pemohon sudah
terdata pada database tersebut, maka secara
otomatis identitas pemohon akan tampil pada
layar monitor lengkap dengan nama, tempat
tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah,
agama, pekerjaan, status perkawinan serta
alamat lengkap. (2) Jika sudah ada, maka
penduduk yang bersangkutan melakukan
perekaman yang diawali dengan perekaman
Foto wajah pemohon melalui kamera digital.
Selanjutnya melakukan perekaman tanda
tangan melalui  aplikass Sgnatur Pad,
kemudian dilanjutkan dengan perekaman 10
sidik jari melaui aplikasi Figer print.
Selanjutnya melakukan perekaman iris mata
kanan dan kiri melaui aplikasi Iris Scanner. (3)
Setelah perekaman tersebut  selanjutnya
operator mereview hasil perekaman yang
dilanjutkan dengan pengisian peryataan
kebenaran bahwa yang bersangkutan telah
direkam identitasnya yang kemudian pemohon
menanda tangani pernyataan kebenaran
tersebut, kemudian dengan tanda tangan
operator yang bersangkutan yang di lanjutkan
dengan pengiriman data enrollnment ke server
yang selanjutnya di kirim ke data senter di
Jakarta. Jikajaringan V-satnya baik maka data
yang bersangkutan langsung terkirim ke data
senter.

Setelah proses ini, maka pemohon dapat
meninggalkan ruang perekaman dan pulang.
Kemudian untuk proses penerbitannya
menunggu  surat panggilan dari  pihak
kecamatan.

Dari rangkaian prosedur perekaman E-
KTP di atas dapat diketahui bahwa proses
pembuatan E-KTP tidaklah terlalu rumit, dan
berdasarkan keterangan dari Operator bahwa
jika aat tidak mengalami gangguan teknis
perekaman hanya menggunakan waktu 5-8
menit sgja. Hal juga dibenarkan oleh salah satu
warga yang telah melakukan perekaman
identitas ~ yang hasil wawancaranya
mengatakan bahwa:

“Awalnya saya kira membuat E-KTP itu sulit
tapi setelah saya lakukan tidak begitu sulit dan
waktunya hanya 5-10 menit sgja, hanya sgja
waktu menunggu antriannya yang lama jika
warga yang mau merekam secara massal pada
saat itu terkena nomor antrian yang jauh maka
waktu menunggunya cukup lama, bahkan ada
yang sampai malam hari. Tapi menurut saya
wajarlah jika warga merekam itu lagi ramai-
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ramainya. Dan saya kira jika sedikit seperti
sekarang ini bisa cepat.

Untuk mempermudah proses pelayanan
diperlukan aturan yang jelas yang tertuang
pada prosedur yang berlaku dalam instansi
tersebut. Prosedur pelayanan yang tidak terlalu
panjang dan mudah sangat diharapkan oleh
pengguna jasa pelayanan. Pada Kecamatan
Pontianak Kota prosedur pelayanan yang
diberikan sesual pada aturan yang berlaku atau
standar operasional Prosedur (SOP), namun
memang dalam keadaan jumlah warga yang
membuat E-KTP ramai, maka jumlah warga
yang terlayani terbatas.

3. Penerbitan E-KTP

Penerbitan E-KTP tidak dilakukan di
Kecamatan Pontianak Kota melainkan di
dilakukan di Jakarta. Dapat diketahui bahwa
faktor inilah yang menjadi dasar terjadinya
keterlambatan penerbitan E-KTP kepada
pemohon. Berdasarkan hasil wawancara
dengan pihak terkait yaitu Camat Pontianak
Kota di  dapatkan informas  bahwa
keterlambatan penerbitan E-KTP oleh pihak
Kecamatan di karenakan program awal dari E-
KTP untuk masalah penerbitan kartu E-KTP di
lakukan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini
Kemendagri. Untuk lebih jelasnya dapat
dijelaskan dalam hasil wawancara dengan
Camat Pontianak Kota berikut ini: “Tentunya
masyarakat terus bertanya kenapa E-KTP kok
lama terbitnya?. Jadi perlu kami jelaskan
bahwa masalah lamanya penerbitan E-KTP di
Kecamatan Pontianak Kota dan mungkin di
semua daerah di seluruh Indonesia adalah
penerbitan Kartu E-KTP. Dalam ha ini
kewenangan  untuk  penerbitan E-KTP
dilakukan di pusat. Jadi proses penerbitan
dilakukan oleh pusat. Hal ini karena mesin
cetak pada program ini baru ada di pusat dan
nantinya  akan bertahap pencetakan
dilangsungan di dinas Dukcapil Kota
Pontianak dan mudah-mudahan kita berharap
akan dicetak di kecamatan biar lebih cepat.
Bayangkan sgja jika dipusat pencetakannya
memerlukan waktu yang cukup lama karena
melayani seluruh penduduk se-Indonesia dan
kita memaklumi hal tersebut”

Jadi berdasarkan keterangan tersebut di atas,
dapat dipahami  bahwa  keterlambatan
penerbitan Kartu E-KTP di Kecamatan
Pontianak Kota bukan disebabkan oleh
lamanya pelayanan proses perekaman, namun
disebabkan penerbitan E-KTP dilakukan di
pusat bukan di Kecamatan Pontianak Kota.
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Dari keterangan di atas memang
banyak permasalahan yang menghambat
pelayanan pembuatan E-KTP di lapangan yang
sedikit banyaknya akan mempengaruhi secara
umum pelayanan yang dilakukan oleh pihak
kecamatan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan
sadlah satu warga yang telah melakukan
perekaman menanggapi permasalahan
penerbitan KTP elektronik di atas, mengatakan
bahwa: “Jika permasalahan penerbitan E-KTP
dilakukan di Jakarta seperti diungkapkan oleh
pihak kecamatan, maka kami memaklumi hal
tersebut, KTP SIAK kan masih berlaku jadi
tidak perlu E-KTP tersebut secara cepat. Dan
itu harus diimformasikan kewarga, agar warga
tidak bertanya-tanya kenapa KTP elektronik
belum jadi?”

4. Pengukuran Kinerja Layanan E-KTP

Kinerja merupakan hasil kerja dari
suatu individu yang dapat ditunjukan secara
konkrit dan dapat diukur. Mengacu pada
pendapat yang dikemukakan oleh Dwiyanto
maka terdapat 4 bentuk penilaian kinerja yang
dapat dijadikan dasar penilaian tentang kinerja
pelayanan administrasi kependudukan
khususnya kinerja layanan pembnuatan E-
KTP.
(1) Efisensi Layanan E-KTP di Kecamatan

Pontianak Kota
Memandang tentang efisiensi kinerja

pegawai dalam layanan pembuatan Kartu
Tanda Penduduk elektronik yang diterapkan
oleh Kecamatan Pontianak Kota dalam
melayani masyarakat sudah dipandang cukup
efisien. Ha ini didasarkan pada penilaian
kinerja pada proses perekaman yang
dibutuhkan cukup singkat hanya + 10 menit
dan biaya untuk keluarkan dalam pembuatan
E-KTP di gratiskan (secara massal). Namun
ada beberapa ha yang dipandang kurang
efisen dalam ha waktu penerbitan E-KTP
yang diproses di Jakarta tentunya dinilai
kurang efisien karena selain waktu yang cukup
lama juga jika ada kesdahan pada
pencetakannya tidak dapat diperbaiki secara
cepat dan harus dikembalikan kembali ke
Jakarta yang tentunya memerlukan biaya
produksi dan distribusi.

Hal tersebut di atas didasarkan pada hasil
wawancara dengan Kasi  Pemerintahan
Kecamatan Pontianak Kota berikut: “Menurut
saya secara umum pelaksanaan E-KTP di
Kecamatan Pontianak Kota sudah efisien dari
segi biaya yang tidak dipungut dari masyarakat
dan juga dari segi waktu perekaman yang
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hanya menggunakan waktu ratarata 10
menit/orang jika dibandingkan dengan KTP
SIAK. Hanya sgja yang kurang efesien adalah
masalah pencetakannya yang dilakukan di
Jakarta yang tentunya menggunakan biaya
distribus yang besar jika dibandingkan
pencetakannya di kecamatan dan jika ada
kesalahan tentunya mudah diperbaiki dan
waktunya tidak lama seperti sekarang ini.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di
atas, dapat dipahami bahwa secara umum
layanan kinerja pegawai dalam pelayanan
publik khususnya dalam pelayanan E-KTP
sudah efisien
(2) Efektivitas Layanan E-KTP di Kecamatan

Pontianak Kota

Berdasarkan ketercapaian tujuan dari
pelaksanaan pembuatan E-KTP di Kecamatan
Pontianak Kota untuk merekam data identitas
penduduk secara elektronik sudah berjalan
efektif yang didasarkan pada pencapaian target
perekaman yang ditentukan pemerintah pusat
sudah tercapai. Dalam pelayanan pembuatan
E-KTP sudah dijalan sesuai dengan prosedur
dan target yang ditentukan oleh pemerintah
pusat. Dalam organisas publik, pegawai yang
bekerja pada instans seperti Kantor Camat
Pontianak Kota khususnya pada pelayanan
administrasi kependudukan seperti pelayanan
E-KTP sdlama ini sudah berjalan baik dan
efesktif bila dilihat dari hirarki kewenangan
yang diberikan. Karena terdapat kejelasan
batasan kewenangan yang harus dijalankan
oleh pegawai dibidang pelayanan E-KTP
tersebut sehingga pegawai dapat bekerja sesuai
dengan bidangnya masing-masing dan
ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut,
Kecamatan Pontianak kota dalam memberikan
pelayanan prima sudah sesuai dengan visi dan
misi yang dimilikinya dan sudah memiliki
batasan/ukuran yang menyangkut kinerja
pegawainya. Lebih lanjut berikut hasil
wawancara dengan Kasi Pemerintahan yang
menangani Masalah E-KTP Kecamatan
Pontianak Kota: “Sebenarnya pada seksi yang
saya pimpin ini tidak ada ukuran atau indikator
kinerja secara resmi, tapi tugas kami selaku
bagian urusan pemerintahan vyaitu salah
satunya menangani E-KTP  Kecamatan
Pontianak Kota, sudah cukup maksimal
melayani masyarakat, contohnya sgja pada
program massal ini kami melayani masyarakat
secara ekstra termasuk pada hari libur. Kenapa
demikian karena kami juga berharap target
yang diberikan pemerintah pusat bisa tercapai,
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apalagi  jumlah  penduduk  Kecamatan
Pontianak Kota sangat besar dibandingkan
dengan kecamatan yang ada, jadi masyarakat
bisa menilai apa yang kami lakukan ini adalah
salah satu wujud pelayanan yang prima”
(3) Keadilan Layanan E-KTP di Kecamatan
Pontianak Kota
Keadilan yang dimaksud dalam
pelayanan E-KTP dalam artian cakupan atau
jangkauan pelayanan umum harus diusahakan
seluas mungkin dengan distribusi yang merata
dan dilakukan secara adil, tidak membeda -
bedakan kedudukan masyarakat karena setiap
masyarakat mempunyai hak yang sama.
Berdasarkan hasil observas  dalam
pelaksanaan E-KTP di Kecamatan Pontianak
Kota sudah terlihat lebih adil. Hal ini terlihat
tidak ada warga yang diprioritaskan dalam
pembuatan E-KTP, semua harus mengantri
terlebih dahulu berdasarkan antrian kupon
yang ditelah dibuat oleh petugas, tidak ada
perbedaan antara warga yang ingin melekukan
perekaman. Hal ini sudah mengindikasikan
pemerintah sudah berupaya untuk memberikan
pelayanan kepada warga dengan lebih adil.

Dapat digambarkan bahwa masalah
keadilan dalam pemberian pelayanan di
Kecamatan Pontianak Kota khususnya dalam
pembuatan E-KTP, masyarakat sudah
merasakan keadilan sebagaiamana dengan
hasil wawancara dengan salah satu mayarakat
pengguna layanan berikut: “Menurut saya
pelayanan E-KTP di Kecamatan Pontianak
Kota sudah lebih adil dibandingkan dengan
pelayanan publik lainnya, ini kita rasakan
ketika kita sama-sama mengantri dalam
pembuatan E-KTP dan tidak ada warga yang
didahulukan, siapa lebih dahulu datang itu
yang dilayani terlebih dahulu”

Ha ini juga diungkapakn oleh Kasi
Pemerintahan Kecamatan Pontianak Kota
dalam hasil wawancara berikut ini: “Dalam
meberikan pelayanan kepada masyarakat,
kami tidak melihat dari latar belakang
masyarakat, siapapun dia, kami perlakukan
sama sesuai dengan peraturan yang berlaku,
baik itu masyarakat dari kalangan miskin
maupun sebaliknya, kami perlakukan sama”.

Dari hasil observasi dan wawancara di
atas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan E-
KTP di Kecamatan Pontianak Kota sudah
dapat dikatakan adil tanpa membedakan status
warga.

(4) Daya Tanggap
Daya tanggap adalah kemampuan
pegawai  untuk  mengenai  kebutuhan
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pelayanan yang dibutuhkan oleh pemohon.
Daya tanggap dapat menumbuhkan perseps
yang positif terhadap kualitas birokrasi yang
dijalankan, termasuk di dalamnya jika terjadi
penyimpangan yang dikarenakan kelalaian
pegawai dalam mengasumsikan kebutuhan
pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat
ataupun kedisiplinan pegawai sebagai birokrat
dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal
maka pihak Kecamatan tanpa harus berusaha
memperbaiki atau meminimalkan
ketidakpuasan masyarakat terhadap birokrasi
proses penerbitan E-KTP.

Berdasarkan  observas  dilapangan
bahwa daya tanggap pegawai dalam
memberikan perhatian kepada pemohon masih
belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
pemohon, daya tanggap pegawa Yyang
ditunjukkan dari sikap pegawai kurang
memberikan perhatian secara maximal, sering
kali pemohon menunggu cukup lama untuk
dapat dilayani oleh petugas, sdlain itu
komunikasi pelayanan  masih  belum
sepenuhnya  dijalankan secara maksimal
karena mash sering terjadi miss
communication atau kesalahan pemberian
informasi kepada masyarakat.

Peningkatan pelayanan kepada
masyarakat melalui pelayanan prima yang
berorientasi pada kepuasan masyarakat adalah
salah satu misi dari Kecamatan Pontianak
Kota Oleh karena itu mengutamakan
kepuasan masyarakat memiliki prioritas utama
bagi pelayanan yang diberikan Kecamatan.
Semua tugas dan kewgjiban yang menyangkut
pelayanan  terhadap publik men;jadi
tanggungjawab setiap pegawai Kecamatan
Kota tidak terkecuali pada pegawai seks
pemerintahan yang diberi wewenang dalam
melaksanakan administrasi kependudukan.

Namun secara umum daya tanggap
petugas/pegawai terhadap program pemerintah
ini (E-KTP) sudah berjalan baik. Ini terlihat
dari kerja ekstra pegawai dalam menjalankan
program dengan menambah jam kerja pada
malam harinya.

Pengukuran pelayanan terhadap kinerja
pegawal yang menangani pelaksanaan E-KTP
telah dilakukan dengan cara membandingkan
beberapa indikator pencapaian yang telah
dilakukan pegawai seperti pencapaian realisasi
program yang ditentukan oleh pusat khususnya
perekaman E-KTP secara massal yang telah
berakhir. Dapat diketahui bahwa target yang
ditentukan oleh pusat untuk merekam jumlah
penduduk kecamatan Pontianak Kota selama 3
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bulan harus 60 % dari jumlah yang ada. dan
kemudian ada penambahan waktu selama 3
bulan. Pada target awa dapat diketahui
pencapaian jumlah warga yang terekam belum
tercapai, namun pada tahap kedua baru target
yang ditentukan baru tercapai, bahkan sudah
melebihi persentase yang ditentukan sebesar
60%.

Keterangan tersebut di atas di dapat
berdasarkan hasil wawancara dengan Kepaa
Seksi Pemerintahan Kecamatan Pontianak
Kota yang menjelaskan bahwa:“Memang
benar pada awalnya ketentuan pusat untuk
pelaksanaan E-KTP di semua daerah selama 3
bulan harus mencapai 60%, namun pada
pelaksanaannya hampir diseluruh daerah di
Indonesia tidak dapat mencapai target tersebut,
dan kemudian waktu pencapaian target
diperpanjang selama 3 bulan barulah
pencapaian tersebut bisa tercapai, itupun
dilakukan dengan melaksanakan perekaman
pada hari-hari libur hingga malam hari”

Dari keterangan hasil wawancara
tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara
hirarki kewenagan pertanggung jawaban E-
KTP dilakukan langsung ke pusat jadi
indikator pencapaian akuntabilitas pelaksanaan
pelayanan E-KTP dilakukan berdasarkan
target pencapaian perekaman yang telah
ditentukan pusat. Sedangkan pelayanan
terhadap warga sudah dilakukan secara
maksimal dengan melakukan pelayanan-
pelayanan perekaman pada hari-hari libur dan
malam hari.

Menurut salah satu warga yang telah
melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk
elektronik di  kecamatan Pontiansk Kota
mengatakan bahwa pada waktu awal
pembuatan E-KTP memang pelayanan yang
dilakukan oleh pihak kecamatan dalam
melayani masyarakat hingga malam hari. Hal
itu karena yang ingin membuat E-KTP sangat
ramai. Sebagaimana diungkapkan salah satu
warga dalam hasil wawancara berikut ini:
“Pada awal-awal dahulu yang membuat E-
KTP di kecamatan warga yang ingin merekam
sangat ramai, bahkan sampai malam haripun
masih ada pelayanan. Menurut kami itu bagus
karena menunjukkan kinerja yang baik dan
masyarakat merasa terlayani, hanya sgja
mangemen pelaksanaannya yang perlu
diperbaiki karena menurut kami Kkurang
efektif”

Dari keterangan hasil wawancara
dengan masyarakat di atas, dapat dikatakan
bahwa secara umum kinerja pegawai dalam
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melayani masyarakat di kecamatan Pontianak
Kota dinila cukup baik hanya sga
pel aksanaan E-KTP yang telah dilakukan
oleh pihak kecamatan dinilai kurang efektif
dan perlu peningkatan manajemen
pel aksanaannya.

Berdasarkan hasil observasi melalui
dokumen akuntabilitas kinerja pegawa di
kecamatan Pontianak Kota dapat disimpulkan
bahwa secara umum capaian kinerja pegawai
melalui  beberapa indikator sasaran dapat
diakatagorikan berhasil dengan persentase
penilaian 82,26 (lihat LAKIP 2011). Dari
keterangan tersebut dapat dipahami bahwa
kinerja pegawai di Kecamatan Pontianak Kota
dikatagorikan baik. Khusus Akuntabilitas
pelaksanaan E-KTP juga dinila baik karena
salah satu indiaktor yang menjadi dasar yaitu
target pencapaian yang ditentukan oleh
pemerintah pusat sudah tercapai sesuai dengan
yang diharapkan hanya sgja perlu peningkatan
pelayanan pada pel aksanaannya.

PENUTUP
(0] Prosedur pembuatan E-KTP di
Kecamatan Pontianak Kota yaitu Pemohon
datang ke RT/RW untuk meminta surat
pengantar yang kemudian diteruskan ketingkat
kelurahan, dan selanjutnya diproses di
Kecamatan. Untuk pemohon sudah memiliki
Kartu Tanda Penduduk SIAK, maka Pemohon
hanya membawa surat undangan perekaman
dan menunjukan KTP SIAK yang masih
berlaku untuk diproses ke E-KTPnya di
Kecamatan untuk melakukan perekaman
identitas dengan prosedurnya diawali dengan
perekaman Foto waah pemohon melalui
kamera digital, perekaman tanda tangan,
perekaman sidik jari, perekaman iris mata, dan
melakukan tanda tangan atas pernyataan
bahwa telah direkam identitas pemohon.
Pelayanan E-KTP seharusnya
diinformasikan dan diatur sedemikian rupa
agar pelayanan berjalan lebih bak dan
pelayanan dapat berjalan lebih teratur sehingga
warga tidak menunggu terlau lama
sebagai mana yang terjadi.
(2) Kinerja pelayanan E-KTP di Kecamatan
Pontianak Kota sudah memenuhi kriteria
efesiensi, efektivitas, keadilan, dan daya
tanggap dan sesuai standart yang diinginkan
sesuai dengan prosedur yang ada, dalam
melaksanakan pelayanan sudah maksimal
terhadap pola kinerja pegawai dalam
memberikan pelayanan administrasi
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kependudukan secara khusus dan pelayanan
publik secara umum.

Pertanggungjawaban atau akuntabilitas
terhadap  kinerja  pegawai ~ Kecamatan
Pontianak Kota dalam pelayanan E-KTP juga
harus dilakukan pada tataran istans terkait
walaupun  pertanggung jawaban E-KTP

tersebut langsung kepusat.
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